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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara salah satunya 

dipegang oleh perbankan. Macam-macam kegiatan ekonomi tidak luput dari 

adanya sektor perbankan. Dari banyaknya jenis-jenis lembaga keuangan, bank 

menjadi sektor yang sangat besar pengaruhnya pada aktivitas-aktivitas 

perekonomian masyarakat modern.1 Perbankan pun merupakan urat nadi 

ekonomi yang paling berpengaruh dalam lalu lintas pengembangan ekonomi 

negara.2 

Muncul dan berkembangnya bank-bank yang ada di Indonesia tak lepas dari 

masa penjajahan Hindia-Belanda. Pada masa penjajahan Hindia-Belanda De 

javasche Bank didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828, yang 

kemudian daripada itu mulai menyusulnya Naderlandsche Indische Escompto 

Maatschappij pada tahun 1918 yang mana pada masa itu merupakan penguasa  

monopoli yang bersumber dari pembelian hasil bumi dalam negeri, hasil 

penjualan keluar negeri, serta tersedianya berbagai macam bank yang sudah 

menguasai peranan penting di Hindia Belanda. Berbagai macam bank yang 

dimaksud, diantaranya yaitu De Javase NV, De Post Poar Bank, De 

Algemenevolks Crediet Bank, Nationale Handles Bank (NHB), Nederlansche 

                                                           
1 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk dan 

Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 20. 
2 Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 

71. 
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Indische Handelsblank, De Escompto Bank NV, Nederland Handles 

Maatscappi (NHM), Hulp En Spaar Bank. 

Di satu sisi lain, adanya bank-bank yang dimiliki negara Indonesia yang 

juga dimiliki oleh negara asing, seperti Tiongkok, Eropa, Jepang yaitu 

diantaranya, Bank Nasional Indonesia, Batavia Bank, The Bank Of China, Bank 

Abuan Saudagar, The Matsui Bank, Nederlansch Indische Spaar En Deposito 

Bank, Bank Boemi, The Yokohama Species Bank, The Chartered Bank Of India, 

China and Australia, Hongkong & Shangai Banking Corporation.3 

Bergulirnya waktu membawa negara Indonesia ke masa kemerdekaan, 

bank-bank yang terdapat di Indonesia pun ikut bertambah maju menyesuaikan 

dengan perkembangan negara. Adapun macam-macam Bank Belanda yang 

telah dinasionalisasikan oleh Pemerintah Indonesia yaitu diantaranya, 

OCBCNISP yang awalnya adalah Nederlandsch Indische Spaar En Deposito 

Bank dan sudah didirikan sejak tanggal 4 April 1941 serta sudah berdirinya 

kantor pusat yang terletak di kota Bandung, BNI’46 yang dulunya adalah Bank 

Negara Indonesia yang sudah didirikan sejak tanggal 5 Juli 1946, De 

Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko yang telah berdiri sejak 

tanggal 22 Februari pada tahun 1946 dan sekarang sudah menjadi Bank Rakyat 

Indonesia, Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur berdiri pada tahun 1945 dan 

berlokasi di Solo, Bank Dagang Nasional Indonesia berdiri sejak tahun 1946 

dan bertempat di kota Medan, Bank Indonesia berdiri pada tahun 1946 dan 

                                                           
3 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 1993), hlm.12. 
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berlokasi di Palembang, Bank Amerta yang dulunya adalah Indonesia Banking 

Corporation yang berlokasi di kota Yogyakarta sejak tahun 1947, NV Bank 

Sulawesi yang terletak di Manado dan berdiri sejak tahun 1946, Bank Dagang 

Indonesia NV yang terletak di Samarinda berdiri pada tahun 1950 setelah itu 

melakukan merger dengan Bank Pasifik, Bank Timur NV yang berlokasi di 

Semarang dan berganti nama menjadi Bank Gemari dan setelah itu melakukan 

merger Bersama Bank Central Asia atau yang sekarang biasa disebut dengan 

BCA berdiri sejak tahun 1949.4 

Pada saat ini keberadaan bank di dalam kehidupan masyarakat memiliki 

peranan yang sangat penting. Bank menjadi lembaga keuangan yang merupakan 

tempat untuk badan usaha, lembaga swasta, pemerintahan ataupun perorangan 

pribadi, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan dana namun juga menjadi 

sarana dalam pelaksanaan berbagai transaksi keuangan lainnya. Dengan adanya 

lembaga pengumpulan dana tersebut, dana yang sudah terkumpul dapat 

disalurkan kembali pada masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. Di sisi 

lain dari fungsi yang sudah disebutkan, bank juga memberikan berbagai pilihan 

jasa perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah ataupun masyarakat pada 

umumnya. Adapun lain dari pada itu bank juga dapat melayani berbagai 

kebutuhan pembiayaan serta mempermudah mekanisme sistem pembayaran 

untuk semua sektor perekonomian.5 

                                                           
4 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 19. 
5 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 15.  
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Bank yang menjadi lembaga keuangan pengelola dana masyarakat, sangat 

membutuhkan keahlian sebagai pengelolaan usaha perbankan dengan cara 

profesional. Salah satu masalah dalam pengiriman uang dengan cara membawa 

uang tunai yang langsung dilakukan dari satu wilayah ke satu wilayah lainnya 

menjadi faktor dalam pemindahan keamanan uang tersebut. Dengan bahayanya 

perampokan tidak hanya kepada uang yang dibawa, namun juga berbahaya 

untuk nyawa si pembawa uang tersebut. Di sisi lain daripada itu, keamanan 

uang tersebut tidak dapat dijamin sampai pada tujuan, dikarenakan si pembawa 

uang dapat saja melarikan diri dengan membawa uang yang akan dikirim 

dengan sengaja. Adapun juga risiko kehilangan dengan tidak sengaja juga dapat 

saja terjadi. 

Untuk itu, dalam mengatasi hal-hal tersebut bank berhasil mewujudkan atau 

menyediakan sarana untuk pengiriman uang yang dapat menjamin 

keamanannya sampai pada tujuan. Adapun keuntungannya, yaitu biaya 

pengiriman yang relatif menjadi jauh lebih murah dan hanya memakan waktu 

yang sangat singkat atau bisa dikatakan tidak banyak memakan waktu seperti 

halnya jika dilakukan dengan cara pengiriman melalui perorangan. Dalam hal 

pengiriman uang melalui bank bisa juga meminimalisir waktu dengan mengirim 

di satu tempat dengan tujuan pengiriman ke beberapa tujuan sekaligus, yang 

mana dapat dilakukan di waktu dan tempat yang sama. 

Pengiriman uang atau pemindahan uang yang sekarang biasa disebut dengan 

transfer, yang mana maksudnya bank melaksanakan kegiatan pengiriman 

sejumlah uang, yaitu berupa rupiah ataupun berupa valuta asing yang ditujukan 
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pada pihak tertentu di tempat berbeda dengan si pengirim. Dan pengiriman uang 

tersebut berdasarkan dengan kepentingan tersendiri dan juga maupun untuk 

kepentingan nasabah.6 

Semakin majunya teknologi maka perkembangan kehidupan dunia pun ikut 

mengalami perubahan. Dalam dunia perbankan, salah satu kemajuan yang 

sangat signifikan yaitu munculnya electronic banking system. Di mana satu sisi 

bank diwajibkan untuk bersikap profesional agar berfungsi dengan efesien, 

serta secara sehat dalam menangani persaingan global. Pada era globalisasi ini 

kemajuan ilmu dan teknologi berkembang dengan cepatnya. Dan sudah 

dipastikan serta sudah menjadi suatu hal yang memang harus di terapkan 

kemajuan teknologi ini dalam sistem perbankan. Agar bank juga dapat 

menyesuaikan diri dalam memberikan pelayanan nasabahnya dengan sebaik 

mungkin. Electronic banking system atau biasa disebut dengan perbankan 

elektronik, merupakan berbagai macam kegiatan transfer dan kegiatan proses 

data lainnya melalui peralatan elektronik dan sistem didalamnya mencakup 

transaksi ekstren maupun transaksi intern suatu bank.  

Pada masa sekarang ini dengan berjalannya perkembangan teknologi maka 

bank-bank yang ada di Indonesia pun telah menerapkan kegiatan transfer dana 

yang dilakukan melalui peralatan elektronik dan sistem yang dimaksud 

biasanya disebut dengan Electronic Funds Transfer (EFT). Peralatan elektronik 

dan sistem dalam melakukan kegiatan transfer dana yang dimaksud diatas 

                                                           
6 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2012), hlm. 351. 
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berupa telepon seluler, pita magnetis, komputer dan sebagainya, dan pada 

senyatanya kegiatan transaksi dengan melalui Electronic Funds Transfer 

berbeda halnya dengan melakukan kegiatan transaksi pembayaran melalui cara 

konvensional yang mana cara konvensional  dilakukan dengan menggunakan 

kertas atau paper sedangkan kegiatan transfer memalui Electronic Funds 

Transfer yakni kegiatan transaksi pembayaran yang dilakukan tanpa 

menggunakan kertas atau paper tidak lain ialah menggunakan media 

elektronik.7 

Pada penerapan penggunaan teknologi transfer m-banking wajib hukumnya 

dilaksanakan secara terpadu pada setiap tahapan-tahapan dalam penggunaan 

teknologi informasi dimulai dari proses perencanaan, pengadaan, operasional, 

pengembangan, pemeliharaan serta penghentian ataupun penghapusan sumber 

daya pada teknologi informasi tersebut, dikarenkan mengingat masalah-

masalah yang tidak diinginkan bisa saja terjadi ketika pemakaian m-banking 

tersebut.8 

Pemindahan dana atau uang dengan melalui konvensional atau proses 

transfer dana melalui teller bank dimasa sekarang masih banyak sekali 

digunakan, mengingat kalangan orang tua maupun kalangan anak muda yang 

masih saja ada yang kurang paham dalam pemakaian smartphone khususnya 

untuk melakukan transfer uang melalui m-banking lebih memilih melakukan 

transfer uang melalui teller bank, pada metode pengiriman pemindahan atau 

                                                           
7 Bambang Setjioprodjo, Permasalahan Hukum dalam Transfer Dana Elektronik, 

(Semarang: Majalah Hukum Nasional, 2000), hlm. 115-116.  
8 Dimas Anugrah Argo Atmaja, Pembuktian dalam Electronic Funds Transfer, (Majalah 

Dinamika Hukum, 2003), hlm. 87-88. 
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transfer uang melalui teller bank ini tidak luput dari kemunculan adanya 

masalah-masalah yang tidak diinginkan bahkan sudah banyak kasus-kasus salah 

transfer dana yang dilakukan oleh pihak teller bank, seperti adanya kekeliruan 

dari pihak teller bank itu sendiri ketika saat melakukan kegiatan transfer dana 

tersebut, yang berakibat uang yang seharusnya masuk kedalam rekening yang 

akan dituju senyatanya masuk ke rekening nasabah lain.  

Contoh kasus salah transfer dana yang dilakukan oleh pihak teller bank, 

yaitu terjadi di salah satu cabang pembantu Bank BNI yang berlokasi di kota 

Kalimantan Barat. Kesalahan dalam pentransferan dana oleh teller Bank BNI 

ini diakibatkan dari kesalahan dalam pengetikan keyboard pada komputer, pada 

senyatanya dana tersebut adalah dana operasional Bank BNI yang akan 

ditujukan ke satu rekening nasabah yang mana mengalami kesalahan tujuan 

transfer, dan mengakibatkan dana tersebut masuk ke rekening nasabah lainnya 

yang bernama Suparman, warga kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dan 

nominal dana salah transfer tersebut sebesar Rp 5.1 Miliar.9 

Adapun juga pada tahun 2016 sudah dilakukannya penelitian terhadap Bank 

BNI KCU USU Medan, yang mana mendapatkan informasi bahwasanya 

terdapat beberapa macam contoh kasus kelalaian yang dilakukan oleh teller 

bank BNI KCU USU Medan dalam melakukan kegiatan transaksi nasabah, dan 

diantaranya yaitu melakukan kesalahan dalam kegiatan transfer dana.10 

                                                           
9 Adianto, “Akibat Hukum Terhadap Bank dan Nasabah atas Kasus Transfer Dana pada 

Suparman oleh Bank BNI dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang 

Transfer Dana,” (Skripsi Universitas Pasundan, Bandung, 2016), hlm. 5. 
10 Finita Serena Hutabarat, “Pertanggung jawaban hukum kasir (teller) akibat kelalaian 

dalam transaksi keuangan nasabah (studi pada PT. BNI KCU USU Medan),” Jurnal USU Law 

(Januari 2016), hlm. 28-29. 
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Tabel I 

Berikut Bentuk-Bentuk Kelalaian Bank (BNI KCU USU Medan) Dalam 

Melakukan Transaksi: 

No. Jenis Transaksi Jenis Kelalaian Teller 

1. Pengiriman uang dengan 

tujuan ke rekening bank 

lain 

1. Kelalaian dalam memasukkan nama 

dan nomor rekening tujuan 

2. Kelalaian dalam memasukkan kode 

tujuan bank 

3. Kelalaian dalam memasukkan 

jumlah nominal uang 

4. Kelalaian dalam memasukkan 

jumlah nominal biaya pengiriman 

uang. 

2. Pembayaran uang kuliah 1. Kelalaian dalam memasukkan NIM 

3. Pembayaran pajak  1. Kelalaian dalam memasukkan 

jumlah nominal pajak yang harus 

dibayarkan 

2. Kelalaian dalam memasukkan 

angka NPWP 

3. Kelalaian dalam memasukkan kode 

pembayaran pajak 

4. Setoran tunai 1. Kelalaian dalam memasukkan 

nomor rekening nasabah 

2. Kelalaian dalam memasukkan 

jumlah nominal uang yang akan 

disetorkan 
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5. Penarikan tunai 1. Kelalaian dalam memasukkan 

nomor rekening nasabah 

2. Kelalaian dalam memasukkan 

jumlah nominal uang yang akan 

didebet 

 

 

Dengan adanya kasus-kasus tersebut dalam melakukan transfer uang 

tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi kapanpun oleh pihak 

bank, debitur maupun penerima dana. Berdasarkan latar belakang tersebut di 

atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “PERTANGGUNG 

JAWABAN PIDANA OLEH PEGAWAI BANK DAN PENERIMA 

DANA DALAM KASUS SALAH TRANSFER DARI PERSPEKTIF 

HUKUM PERBANKAN” 

B. Rumusan Masalah 

Adapun Rumusan Masalah yang diangkat, yakni : 

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana atas salah transfer bank 

terhadap nasabah dalam perspektif hukum perbankan? 

2. Apakah yang menjadi kendala dalam pengembalian kerugian bank dan 

nasabah dalam konsep salah transfer dari perspektif hukum perbankan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini, yakni : 

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana atas salah transfer bank 

terhadap nasabah dalam perspektif hukum perbankan. 
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2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala dalam pengembalian 

kerugian bank dan nasabah dalam konsep salah transfer dari perspektif 

hukum perbankan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari skripsi ini, yakni : 

1. Manfaat penelitian secara Teoritis  

Adapun diharapkannya manfaat penelitian secara teoritis dari skripsi ini 

bisa dipakai untuk contoh penelitian lain yang serupa dan juga bisa menjadi 

bahan kajian dalam perkembangan aspek hukum. 

2. Manfaat penelitian secara Praktis 

a. Untuk Mahasiswa, dengan membaca hasil akhir skripsi ini diharapkan 

bisa menjadikan penambahan wawasan atas apa yang telah di dapatkan 

dalam penelitian ini. 

b. Untuk Masyarakat, penelitian ini bisa  bermanfaat  bagi  pihak-pihak 

yang mengalami kasus salahnya transfer dana yang dilakukan oleh pihak 

bank. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup dalam penelitian ini yakni bicara tentang kasus salah transfer 

yang dilakukan oleh pegawai bank terhadap nasabah yang bukan tujuan 

sebenarnya, dilihat dari perspektif pertanggung jawaban pidana.  Serta 

bagaimana meletakkan pertanggung jawaban pidana dan unsur-unsur 

kesalahannya, dan juga melihat bagaimana kendala yang dialami dalam 

pengembalian kerugian bank dan nasabah. 



11 
 

 

 

 

 

 

 

F. Kerangka Teori 

Teori merupakan suatu konsep, konstruk, asumsi, definisi serta proposisi 

bertujuan untuk menjelaskan suatu keadaan secara sistematis dengan 

merumuskan hubungan antar konsep.11 Teori selaku salah satu perangkat 

proposisi yang terintegrasi dengan cara sintakis ialah mengikuti aturan tertentu 

yang bisa dihubungakan secara logis dengan yang lainnya dan dengan tata dasar 

yang bisa di amati serta berfungsi untuk mengetahui dan memperjelas pokok-

pokok masalah yang sedang dikaji.12 

1.  Teori Pertanggungjawaban Pidana  

Salah satu teori yang dipakai pada penulisan penelitian ini adalah teori 

pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana sendiri ialah prilaku yang ada 

diwaktu tertentu dalam konteks suatu budaya tidak bisa ditoleransi dan 

wajib diperbaiki dengan memakai sarana-sarana yang telah disediakan oleh 

hukum pidana, menurut Prof. Mr.D Simmon, kealpaan yaitu tidak berhati-

hati melaksanakan suatu perbuatan disamping bisa menduga-duga akibat 

dari perbuatan itu. Adanya kealpaan jika seseorang tetap melaksanakan 

perbuatan tersebut walaupun ia sudah mengetahui ataupun meduga 

akibatnya.13 

                                                           
11 Fenti Hikmawati, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 15. 
12 Snelbecker dan Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), hlm. 34. 
13 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 

hlm.25. 
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Pertanggung jawaban Pidana wajib halnya didahului dengan penjelasan 

tentang tindak pidana yang menyebabkan seseorang tidak dapat dituntut 

akan pertanggung jawaban pidananya tanpa terlebih dulu melakukan tindak 

pidana. Karena tidak adil apabila seseorang harus melaksanakan 

pertanggung jawaban atas suatu tindakan yang sebenarnya ia sendiri tidak 

melakukan tindak pidana tersebut.14 Pertanggung jawaban pidana sendiri 

mempunyai arti sebagai di lanjutkannya celaan yang bersifat objektif 

tepatnya ada pada tindakan pidana yang bersifat subjektif yang memenuhi 

syarat agar dapat di pidana karena tindakannya tersebut.15  

Dasar daripada adanya perbuatan pidana ialah asas legalitas dan dasar 

bisa dipidananya pembuat asas kesalahan. Ini artinya pelaku perbuatan 

pidana tersebut akan hanya dipidana apabila ia mempunyai kesalahan dalam 

melakukan perbuatan pidana tersebut, dan seseorang dapat dikatakan 

mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.16 

Seseorang akan di tuntut pertanggung jawaban atas tindakan-

tindakannya, jika tindakan itu melanggar hukum dan tidak mempunyai 

alasan pembenar atau bisa dikatakan peniadaan. Ditinjau dari sudut 

kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang bisa 

bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. 

                                                           
14 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian 

Dasar Dalam Hukum Pidana, cet.3 (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 20-23. 
15 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 156. 
16 Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, hlm. 75. 
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Agar bisa dicelanya suatu perbuatan, seorang pelaku yang melakukan 

perbuatan pidana wajib memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu:17 

1. Mempunyai kemampuan bertanggung jawab kepada si pelaku, yang 

mana artinya keadaan jiwa pelaku tindak pidana harus normal. 

2. Mempunyai hubungan batin antar si pelaku dengan perbuatannya, 

yang artinya merupakan kesengajaan dolus ataupun kealpaan culfa, 

inilah yang dimaksud dengan bentuk-bentuk kesalahan. 

3. Tidak mempunyai alasan akan penghapusan kesalahan atau bisa 

dikatakan tidak adanya alasan pemaaf. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam (aliran 

hukum alam) yang di pelopori oleh Aristoteles, Plato dan Zeno (Pendiri 

Aliran Stoic) hal ini disampaikan oleh Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto 

Rahardjo, Teori hukum alam mengatakan bahwasanya sumber hukum itu 

dari Tuhan yang pada dasarnya mempunyai sifat abadi dan universal, 

bahkan antara moral dan hukum tidak boleh dipisahkan.18 

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum itu ialah pemberian 

pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh 

orang lain, perlindungan tersebut diberikan terhadap masyarakat dengan 

tujuan masyarakat tersebut bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan 

oleh hukum.19 

                                                           
17 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2001), hlm. 25-27. 
18 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53. 
19 Ibid, hlm. 53. 



14 
 

 

Perbedaan dari perlindungan hukum menurut Muchsin, perlindungan 

hukum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:20 

1. Perlindungan Hukum Preventif  

Perlindungan ini diberikan oleh Pemerintah yang mana 

mempunyai tujuan untuk suatu pencegahan sebelum terjadinya 

pelanggaran ataupun permasalahan. Hal ini ada di dalam peraturan 

perundang-undangan yang bermaksud agar dapat mencegah suatu 

pelanggaran atau permasalahan yang tidak diinginkan serta 

memberikan tanda-tanda dalam melaksanakannya suatu kewajiban.  

2. Perlindungan Hukum Represif  

Perlindungan   Represif   ini   adalah   tahap   penyelesaian     yaitu 

berupa sanksi, contohnya denda, penjara, serta hukuman tambahan 

yang diberikan jika telah terjadinya sengketa atau sudah terjadinya 

suatu pelanggaran. 

Narasi perlindungan hukum menegaskan bahwa perlindungan hukum 

ini untuk kedua pihak yaitu nasabah dan bank itu sendiri. 

 

G. Kerangka Konseptual 

1. Tindak Pidana Perbankan 

Tindak pidana perbankan merupakan perbuatan-perbuatan yang 

melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang 

Perbankan dan juga terdapat di dalam ketentuan-ketentuan pidana umum 

                                                           
20 Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,” (Tesis 

Magister Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003), hlm 20. 
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serta di dalam tindak pidana khusus lainnya yang berkaitan dengan tindak 

pidana  di  bidang  perbankan.  Tindak  pidana  perbankan  masuk  kedalam  

golongan tindak pidana khusus. Penerapan pasal dalam tindak pidana 

perbankan, yaitu : 

a) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Bank (Perubahan atas 

Undang-Undang No 7 Tahun 1992) dan Undang-Undang No 21 Tahun 

2008 tentang Undang-Undang Bank Syariah. 

b) Tindak Pidana Modus Bank, yaitu Pasal 372, 378, 263, 374 KUHP. 

Adapun pengelompokkan ketentuan-ketentuan Tindak Pidana di bidang 

Perbankan dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu : 

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan (Pasal 46) 

2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank (Pasal 47, 47a) 

3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank (Pasal 48)  

4. Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha (Pasal 49) 

5. Tindak pidana yang berkaitan dengan pihak terafiliasi (Pasal 50, 

50a) 

2. Salah Transfer dalam Hukum Perbankan 

        Salah transfer dalam hukum perbankan yang dilakukan oleh bank 

masuk dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang 

Transfer Dana, tetapi penggunaan Pasal 85 kepada penerima dana salah 

transfer tidak dapat langsung ditetapkan begitu saja, bank harus 

menunjukan bukti terlebih dahulu seblum menjerat penerima dana salah 

transfer, hukum memberikan perlindungan terhadap nasabah beritikad 
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baik, oleh karna itu ketika ada transfer masuk kamu hendaknya seggera 

bertanya dan melaporkan ke bank, itikad baik ini dinyatakan ada ketika 

nasabah berhati-hati atau pendugaan-dugaan dengan menanyakan perihal 

dana yang masuk kerekeningnya, artinya nasabah tersebut elah melakukan 

pengecekan atau pemeriksaan atas transfer yang masuk, penerima dana 

akan di pidana dengan pidana tahanan paling lama 5 tahun atau denda 

paling banyak 5 miliar apabila dengan sengaja mnguasai dan mengakui 

sebagai memilikinya dana hasil transfer yang padahal bukan haknya.  

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam skripsi ini perlunya mengikuti aturan atau kaidah-

kaidah yang berlaku, agar hasil dari penelitian yang didapatkan bisa dikatakan 

valid. Pengertian dari metode penelitian sendiri ialah cara ilmiah untuk 

memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  

1. Jenis Penelitian  

Pada penulisan skripsi ini, jenis dari penelitian yang digunakan oleh 

penulis ialah penelitian normatif, yang artinya penelitian hukum ini 

dilaksanakan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau bahan hukum 

sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer 

serta bahan hukum tersier. Penelitian normatif ini memakai studi kasus 

normatif, yaitu produk perilaku hukum, contohnya meneliti undang-undang 

sehingga yang diteliti menjadi hukum yang dikonsepkan selaku norma atau 
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kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan juga menjadi 

pedoman perilaku setiap orang.21 

Fokus dari penelitian normatif ini terarah pada inventarisasi hukum 

positif, asas-asas serta doktrin hukum, sistematika hukum, perbandingan 

hukum serta sejarah hukum.22 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus dilaksanakan dengan cara meneliti kasus-kasus 

terkait dengan isu-isu yang dihadapi, atau bisa dikatakan mempunyai 

tujuan untuk meneliti penerapan atas norma-norma yang dilaksanakan 

dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang dimaksud mempunyai makna 

empirik namun di dalam suatu penelitian yang bersifat normatif. Kasus-

kasus tersebut bisa ditelaah agar mendapatkan suatu gambaran akan 

dampak dari dimensi penormaan.23 

b. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 

Pendekatan Undang-Undang dilaksanakan dengan cara menganalisa 

atau mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku serta 

mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan 

perundang-undangan akan membuka peluang bagi peneliti dalam lebih 

                                                           
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 25. 
22 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, cet.1, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2004), hlm. 52. 
23 Jhoni Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet.3, (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 300. 
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memahami adakah kesesuaian dan konsistensi antar satu undang-

undang dengan undang-undang yang lain. 

 

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah bahan 

hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

didapatkan dari daftar pustaka yang mencakup bahan dokumentasi, tulisan 

ilmiah serta berbagai sumber tulisan lainnya.24 Bahan hukum sekunder yang 

dimaksud meliputi : 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, 

meliputi yakni : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yang dimaksud merupakan bahan hukum 

atau dokumen yang berisikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, 

meliputi: 

a. Skripsi, Tesis, Disertasi Hukum 

b. Artikel, Jurnal Hukum 

                                                           
24 Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 96. 
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c. Karya Ilmiah yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan studi kepustakaan, yaitu: Studi Kepustakaan yakni, 

data yang digunakan di dalam penelitin ini didapatkan dengan cara 

penelitian kepustakaan “library research” data yang dimaksud berasal dari 

hasil penelitian, publikasi, dokumen resmi serta peraturan perundang-

undangan.  

5. Analisa Bahan Hukum  

Bahan Hukum yang didapatkan nantinya akan disusun kembali dengan 

menggunakan metode analisis bahan hukum secara kualitatif. Penelitian 

kualitatif sendiri ialah merupakan suatu tata cara sebuah penelitian yang 

berpacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan 

perundang-undangan serta di dalam putusan-putusan pengadilan yang ada. 

6. Metode Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan yang dimaksud ialah hasil akhir dari suatu penelitian yang 

mana disusun sesuai dengan hasil bahan hukum. Adapun penelitian ini 

kemudian akan ditarik kesimpulannya secara deduktif. Proses berfikir 

secara deduktif ini ialah dengan cara mengambil kesimpulan yang diawali 

dengan pengertian umum, setelah memperoleh kebenaran adanya tersebut, 

maka data serta fakta itu disusun kembali, dikaji, serta diolah agar menjadi 

kesimpulan yang sifatnya lebih khusus. 

7. Sistematika Penulisan  
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Penulisan dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang pada 

masing-masing bab tersebut terdiri dari sub bab, hal ini bertujuan untuk 

memudahkan penulis dalam menyusun setiap rangkaian penulisan sehingga 

dalam penulisan penelitian ini dapat tersusun dengan rapih dan jelas, maka 

penulisan penelitian ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang 

lingkup penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan 

metode penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas tinjauan teantang hukum perbankan 

dalam pengertian bank, salah transfer dalam perspektif 

hukum perbankan , serta membahas tinjauan tentang 

kriminalisasi tindak pidana perbankan,  

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini penulis membahas tentang bagaimana pertanggung 

jawaban bank terhadap kesalahan dalam transfer dana, serta 

membahas tentang apakah yang menjadi kendala dalam 

pengembalian dana dalam konsep salah transfer. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir pada penelitian skripsi ini, 

yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang penulis dapatkan 
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dari hasil penelitian mengenai pertanggung jawaban bank 

terhadap nasabah dalam kesalahan transfer dana oleh bank. 
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